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ABSTRACT
Someone to be able to inherit under the law of inheritance west known presence of 2 ways inherited based on the Act (Ab Intestato) and inherit based on a will (Ad Testamato). Testamentary inheritance problems with deed (acte testament) has been around a long time, on the last will or testament deed (acte testament) in general is a statement from someone before she died and carried out after death. Creating a testament deed (acte testament) is a legal act, of a person who acts against the legacy assets after he died, so in making a will is a legal act unilaterally in this case very closely connected with nature "herroepelijikheid" (can be revoked ) from the provisions of a will (testament) is.
In making a will (testament) there is some kind of a will (testament) based on its shape, namely, among others: Miraculous olographis, general or openbaar testament Probate, Wills closed or secret, but it is also contained a will (testament) codicil. In doing actions to fulfill the will of the testator, Notaries can only act as a fair referee and should not take sides in terms of difficulty and hesitation of the heir. 

BAB I PENDAHULUAN

1. Alasan Pemilihan Judul
Sebagai salah satu anggota masyarakat, maka kalau bicara tentang seseorang yang meninggal dunia, arah dan jalan pikiran manusia tentu akan tertuju kepada masalah warisan. Masalah tersebut bila dihadapkan dengan masyarakat hukum, maka sudah jelas peraturan hukum yang mengaturnya disebut dengan Hukum Waris. 
Menurut hukum bahwa setiap manusia itu adalah subyek hukum yaitu pemegangan hak dan kewajiban, sehingga kepada manusia tersebut dapat diberikan hak untuk menerima warisan dan juga dapat dilimpahkan kewajiban. Akan tetapi warisan tersebut terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan, sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur perhubungan hukum. 
Seseorang untuk dapat mewarisi menurut hukum waris barat dikenal adanya 2 cara yaitu mewarisi yang didasarkan atas Undang-Undang dan mewarisi didasarkan atas testament. Kalau seseorang yang akan meninggal tidak menetapkan segala sesuatunya mengenai harta warisannya, maka dengan meninggalnya seseorang itu akan meninggalkan warisan yang pembagian warisannya diadakan berdasarkan Undang-Undang/Ab Intestato, sedangkan kalau seseorang itu yang memiliki harta kekayaan sebelum meninggal dunia telah menyatakan kehendaknya mengenai harta kekayaan yang dituangkan di dalam sepucuk akta disebut mewaris berdasarkan Ad Testamato atau dengan kata lain mewarisi secara “Testamentair”.[footnoteRef:2]1)  [2: 1)   Subekti R., 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hal. 95] 

Sementara itu yang dimaksud dengan testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.
Hak mewarisi menurut Undang-Undang ini dimiliki oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris yang dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :
1. Golongan pertama, adalah anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda;
2. Golongan kedua, adalah orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal dunia;
3. Golongan ketiga, adalah kakek dan nenek dari ibu dan bapak si meninggal;
4. Golongan keempat, adalah sanak keluarga si pewaris yaitu paman dan bibi beserta anak keturunannya.
Selain keempat golongan ahli waris tersebut di atas, masih ada golongan lain yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si meninggal yaitu orang-orang yang ditunjuk di dalam surat wasiat/testament. Dan bila ada harta warisan tertuang dimana keempat golongan ahli waris tersebut di atas tidak ada dan juga tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan, maka kedudukan harta warisan tersebut menjadi warisan yang tidak terurus. Terhadap hal ini bilamana tidak ada ahli waris yang tampil, maka dalam jangka waktu satu tahun sejak adanya warisan terluang tersebut akan jatuh pada negara, atau akan dikuasai oleh negara.
Di dalam hukum adat dapat dikatakan bahwa tidak diperbolehkan seorang peninggal warisan dalam testament menyampingkan seorang anak dari pembagian harta warisan. Demikian juga dalam hukum Islam bahwa sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang si peninggal warisan baru dapat diberikan kepada orang lain dari ahli waris menurut hukum warisan Islam atau yang menyimpang dari pembagian harta warisan menurut hukum warisan tersebut.
Suatu akta wasiat agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna haruslah memenuhi syarat dan dibuat secara otentik. Akta otentik ini ialah akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa dimana akta itu dibuat berdasarkan Undang-Undang, sehingga dalam pembuatan surat wasiat Notaris mempunyai peran serta yang teramat penting karena Notaris adalah pejabat umum yang berkuasa, khusus diberi hak untuk membuat akta otentik, dimana peraturan umum menghendaki atau atas kehendak para pihak yang mana tugasnya tidak dapat diserahkan pada orang lain atau pegawai lain. Dari kata pejabat umum yang berkuasa ini, maka keberadaan Notaris sangat diperlukan dalam pembuatan testament sesuai dengan tugas dan wewenang Notaris selaku pejabat pembuat akta.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA TESTAMENTER”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui apa sajakah tindakan yang dapat diambil Notaris dalam pembuatan testament guna memenuhi kehendak pewaris dan bagaimana pula tindakan-tindakan Notaris dalam prakteknya sehari-hari dalam pembuatan testament.
1. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.
Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai  berikut :
1. Apa sajakah tindakan yang dapat diambil Notaris dalam pembuatan testament guna memenuhi kehendak pewaris ?
1. Bagaimana pula tindakan-tindakan Notaris dalam prakteknya sehari-hari dalam pembuatan testament ? 
1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :
1. Untuk memperoleh data yang kongkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas;
1. Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah tentang peran Notaris dalam pembagian harta warisan secara testamenter .
1. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :
1. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi;
1. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

BAB II KERANGKA TEORITIS 
A. Pengertian Hukum Waris
Berbicara tentang warisan akan membawa pikiran dan perhatian seseorang ke arah suatu peristiwa penting dalam masyarakat tertentu, yaitu adanya salah seorang anggota masyarakat yang meninggal dunia. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu. 
Demikian pula halnya terjadi suatu perubahan dimana pada mulanya manusia mempunyai hak kebersamaan yang sedemikian eratnya, maka pada suatu ketika hak-hak tersebut akan semakin merenggang dan timbul hak milik pribadi. Jika seseorang yang memiliki hak milik pribadi/perorangan ini wafat, maka timbullah suatu persoalan yaitu siapa yang berhak atas hak milik dari si meninggal tersebut. Sekarang timbul pengertian pewarisan dalam suatu masyarakat hukum. Oleh karena itu hukum yang mengatur hal tersebut adalah hukum waris. Uraian tersebut merupakan pembahasan tentang hukum waris dalam gejala sosiologis, dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Pengertian hukum waris dalam gejala sosiologi tersebut di atas sedikit banyaknya mempunyai persamaan dengan pendapat para ahli. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Tata Hukum di Indonesia”, mengatakan yang dimaksud dengan hukum waris adalah kesemua kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.[footnoteRef:3]2) [3: 2)    Soediman Kartohadiprodjo, 1981, Pengantar Tata Hukum di Indonesia,   PT. Pembangunan, Jakarta,  hal. 106.] 

Sedangkan menurut Mr. J.C.T. Simorangkir dan Mr. Woerjono Sastropranoto dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia”, dimana yang dimaksud dengan hukum waris adalah sebagai berikut :
“Segala peraturan yang mengatur mengenai pemindahan kekayaan yang berupa hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya, dengan perkataan lain bahwa hukum waris itu mengatur kepentingan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan harta benda dari orang yang meninggal”.[footnoteRef:4]3) [4: 3)  Simorangkir, J.C.T., dan Woerjono Sastropranoto, 1960, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta,  hal. 143.] 


Sedangkan menurut pendapat GEILLUSTEERDE ENCYCLOPAEDI, A. Winkler Print, halaman 311: dalam buku yang berjudul “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, karangan Drs. Sudarsono, S.H., M.Si, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah :
“Seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya”.[footnoteRef:5]4) [5: 4)    Drs. Sudarsono, S.H., M.Si, 2003, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, hal. 161-162.] 


Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa untuk terjadinya suatu pewarisan diperlukan adanya tiga unsur berikut :
1. Pewaris (erflater) yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan;
2. Ahli waris (erfgenaam) yaitu orang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris;
3. Harta warisan (erfinis) atau disebut juga dengan nalatenschap yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan akan beralih kepada ahli warisnya.
Pada hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Namun dalam kenyataannya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari asas tersebut di atas.
Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud itu adalah sebagai berikut :
1. Bahwa tidak semua hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan dapat dialihkan, melainkan :
a. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah;
b. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota perkumpulan.
2. Beralih untuk waktu tertentu, misalnya :
Hak seorang pengarang, dimana hak ini akan berakhir setelah lewat 50 tahun dihitung mulai dari meninggalnya pengarang ini. Dengan demikian ini berarti hak pengarang ini akan beralih ke ahli warisnya hanya selama 50 tahun terhitung dari meninggalnya pewaris.
3. Ada yang bersifat sangat pribadi, sehingga tidak beralih, misalnya :
a. Hak-hak mengenai kebendaan seperti hak pakai dari suatu barang, hak memetik hasil, hak mendiami sebuah rumah dimana hak ini akan terhenti pada saat wafatnya seseorang;
b. Perhubungan hukum yang berdasar atas suatu perjanjian buruh dan majikan akan berhenti dengan wafatnya si buruh.
4. Bahwa tidak hanya hak kekayaan saja yang dapat dialihkan melainkan ada hukum keluarga yang dapat beralih, misalnya :
a. Hak seorang ayah untuk menyangkal adanya anaknya;
b. Hak seorang anak untuk menuntut agar dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.
Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan walaupun merupakan suatu azas tetapi tidak mutlak berlakunya. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua sistem untuk mendapatkan warisan yaitu :
1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang atau pewarisan secara ab Intestato (tanpa wasiat) atau hukum waris by ver sterf (berhubung dengan meninggalnya seorang), atau hukum waris menurut Undang-Undang (wettelijk erfrecht). Dalam hal ini titik beratnya ada pada hubungan keluarga sedarah yang terdekat.
2. Sebagai ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamenter. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah amanat terakhir atau kehendak terakhir dari si pewaris.
Di muka telah dijelaskan bahwa untuk terjadinya suatu pewaris diperlukan adanya tiga unsur yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Namun selain adanya unsur-unsur tersebut, maka di dalam pewarisan ini ada syarat-syarat umum yang dipenuhi, diantaranya adalah :
1. Syarat untuk pewaris :
Menurut pasal 830 KUH Perdata, untuk terjadinya pewarisan harus ada kematian.
2. Syarat untuk ahli waris :
Seseorang hanya mungkin menjadi ahli waris apabila memenuhi syarat umum pewarisan baik untuk pewarisan menurut Undang-Undang maupun pewarisan menurut surat wasiat, yaitu :
a. Untuk ahli waris, syarat utama adalah bahwa ahli waris itu sudah harus ada pada waktu meninggalnya pewaris (pasal 899 KUH Perdata). Hal ini berarti sudah harus dilahirkan, akan tetapi ada suatu perkecualiannya yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang ibu harus dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya. Hal ini tercantum dalam pasal 2 KUH Perdata.
b. Ahli waris terjadi karena Undang-Undang atau surat wasiat.
c. Mereka harus patut untuk menjadi ahli waris, dengan demikian juga harus patut untuk menerima bagian warisannya.
kehendak yang memiliki dua ciri itu  maka bentuk testament adalah syarat  mutlak. [footnoteRef:6]) [6: )     Hartono Soerjopratiknjo, 1982, Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, hal. iv  ] 

Dengan demikian maka surat wasiat (testament) haruslah dibuat dalam bentuk tulisan yang disebut akta. Sedangkan yang dimaksud dengan akta disini adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat dan dapat dipakai sebagai suatu alat bukti, akta tersebut dapat dibuat dalam bentuk otentik (akta yang dibuat dengan campur tangan pejabat resmi) dan juga dapat dibuat dalam bentuk di bawah tangan.
Dengan demikian maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal lima macam bentuk wasiat dan cara pembuatan dari masing-masing surat wasiat akan dibahas di bawah ini. Untuk mempermudah dalam penguraian cara pembuatan surat wasiat, maka disini akan disebutkan dahulu macam-macam surat wasiat yang dimaksud itu adalah :
1. Surat wasiat umum;
2. Surat wasiat olographis;
3. Surat wasiat rahasia/tertutup;
4. Surat wasiat darurat/istimewa;
5. Codicil.
ad.	1.	Cara pembuatan surat wasiat umum (openbaar testament)
Di dalam pembuatan surat wasiat tersebut dimana seseorang menghadap kepada Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian pewaris itu mengutarakan kehendaknya yang nantinya akan menjadi kehendak terakhirnya. Kehendak terakhir tersebut oleh Notaris kemudian dituangkan dalam suatu akta otentik. Selanjutnya Notaris membuat karangan, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang disampaikan pewaris kepadanya. 
Jika penuturan ini berlangsung di luar hadirnya saksi-saksi dan rencana surat wasiat telah dibuat oleh Notaris, maka pewaris harus menuturkan sekali lagi atas kehendaknya yang terakhir itu di hadapan para saksi. Kemudian dengan dihadiri saksi-saksi, Notaris membacakan surat wasiat itu dan setelah itu menanyakan kepada pewaris apakah betul itu yang akan menjadi isi dari amanat terakhir. Jika betul, maka surat wasiat harus ditanda tangani oleh pewaris, saksi-saksi dan menandatangani terakhir adalah Notaris. 
Apabila pewaris menerangkan bahwa dirinya tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau berhalangan untuk itu, maka keterangan pewaris adalah mengenai sebab-sebab dari halangan itu harus dicantumkan dalam akta tersebut. Keterangan tidak dapat atau keterangan halangan dengan memberitahukan sebab-sebab halangan itu adalah menggantikan tanda tangan pewaris. Begitu juga apabila pewaris tidak dapat menulis dan membubuhkan tanda tangannya, maka sebagai gantinya adalah cap jempol sebelah kiri. 
Setelah prosedur di atas dipenuhi, maka surat wasiat harus menyebutkan pula bahwa sudah dipenuhi segala formalitasnya yang dikehendakinya yang disebutkan di dalam testament.
ad.	2.	Cara pembuatan surat wasiat olographis
Menurut ketentuan pasal 932 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan surat wasiat ditulis dan ditanda tangani oleh orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri. Jadi surat wasiat tersebut seluruhnya harus ditulis oleh pewaris kemudian ditanda tanganinya, selanjutnya diserahkan kepada seorang Notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
Dalam penyerahan surat wasiat olographis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
a. Diserahkan dalam keadaan terbuka;
b. Diserahkan dalam keadaan tertutup.
ad.	3.	Cara pembuatan surat wasiat rahasia/tertutup
Berdasarkan pasal 940 KUH Perdata dalam pembuatan surat wasiat tersebut juga ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau dapat menyuruh orang lain untuk menuliskannya yang kemudian dirinya sendiri yang harus menandatanganinya sendiri.
Setelah dibubuhi tanda tangan pewaris, maka kertas yang berisi kehendak terakhir ini ditutup dan disegel. Kemudian pewaris menyerahkan kepada Notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi, juga diperbolehkan penutupan dan penyegelan ini dilakukn di hadapan Notaris dan empat orang saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisikan wasiatnya yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain dan ditanda tangani sendiri oleh pewaris adalah benar kehendak terakhir.
Kemudian oleh Notaris dibuat suatu akta superskripsi yang ditulis di atas sampul dan akta ini harus ditanda tangani oleh pewaris, para saksi dan Notaris. Apabila ternyata pewaris berhalangan untuk menandatangani akta superskripsi dan halangan timbul sesudah menandatangani surat wasiatnya, maka hal ini harus disebutkan atau dituliskan. Demikian pula mengenai sebab-sebab daripada halangan ini. Dengan adanya catatan Notaris, maka ini berarti sebagai pengganti tanda tangan pewaris.
ad.	4.	Surat wasiat darurat/istimewa
Surat wasiat darurat atau istimewa hanya dapat diperkenankan dibuat apabila dalam keadaan luar biasa sehingga tidak mungkin untuk membuat surat wasiat dalam bentuk biasa. Oleh karena itu dibuka kemungkinan oleh Undang-Undang membuat surat wasiat dengan cara sederhana sekali.
Surat wasiat darurat atau istimewa dapat dibuat dalam keadaan :
a. Perang (pasal 946 KUH Perdata);
b. Perjalanan laut (pasal 947 KUH Perdata);
c. Bencana alam (pasal 948 KUH Perdata).
ad.	5.	Cara pembuatan codicil
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 935 KUH Perdata, cara pembuatan surat codicil tersebut oleh orang yang akan meninggalkan warisan membuat tulisan, memberikan tanggal kemudian ditanda tanganinya dan pewaris tersebut menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberitan atau pembagian warisan itu.
Codicil adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh pewaris sendiri. Oleh karena itu Undang-Undang tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai cara pembuatannya. 
Dalam codicil ini, Undang-Undang hanya mengatur/membatasi bahwa yang boleh diwasiatkan  hanyalah :
a. Pengangkatan pelaksanaan wasiat (executeur tertamentair);
Pembuat testament dapat mengangkat seorang pelaksana wasiat yang mempunyai tugas kewajiban mengusahakan pelaksanaan kehendak terakhirnya.  Executeur tertamentair adalah wakil dari para ahli waris, bukan dari warisannya, karena itu bukan badan hukum.
b. Penyelenggaraan penguburan;
c. Penghibahan pakaian, perhiasan tertentu dan perabot rumah tangga yang khusus seperti mebel-mebel.
Dengan demikian tidak semua hal dapat diwasiatkan melalui codicil. Mengenai pencabutan penetapan codicil ini dilakukan dengan akta di bawah tangan pula. Codicil tersebut tidak diserahkan kepada Notaris, akan tetapi cukup disimpan pewaris itu sendiri. Hal ini adalah sesuai dengan namanya yaitu akta di bawah tangan.
Adapun syarat-syarat untuk membuat wasiat/testament, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, testament itu dapat dibatalkan oleh hakim.[footnoteRef:7]) [7:  )    Subekti, op. cit, hal. 111. ] 


B. Tugas dan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Menurut Undang-Undang
Seperti yang telah diketahui bahwa di dalam pasal 1868 KUH Perdata berbunyi “akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya “, hanya menerangkan apa yang dinamakan dengan “akta otentik” namun tidaklah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “pejabat umum” dan tidak pula menerangkan tempat dimana pejabat umum itu berwenang, serta sampai dimana batas wewenang pejabat umum yang dimaksudkan tersebut. Bahkan tidak juga dijelaskan bagaimana bentuk akta yang dapat dibuat oleh pejabat umum menurut hukum yang dimaksud, sehingga pejabat pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perUndang-Undangan yang mengatur hal tersebut. Untuk itulah guna menunjuk para pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ( selanjutnya disebut UUJN ), Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang melaksanakan pasal tersebut di atas (pasal 1868 KUH Perdata). 
Dalam pada itu pula pembuat Undang-Undang memberikan kelonggaran kepada Notaris untuk dapat menolak memberikan bantuan, dalam hal pekerjaan di luar tugas yang dipegangnya selaku pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang, tugas utama dari Notaris adalah sebagai pejabat pembuat akta otentik sebab sifat otentik dari akta Notaris sudah ada sejak Notaris ditunjuk Undang-Undang selaku pejabat umum. Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentik, maka menurut pasal 1868 KUH Perdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Dari uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa tugas dan wewenang utama dari Notaris adalah selaku pejabat pembuat semua akta dengan pengecualian akta tertentu yang menurut Undang-Undang Notaris tersebut tidak berwenang yang meliputi daerah dimana Notaris diberikan kuasa oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
Adapun tugas dan wewenang Notaris di luar tugas utamanya khusus dalam bidang pewarisan, antara lain adalah :
1. Membuat daftar surat wasiat;
2. Mengeluarkan grosse, salinan dan kutipan akta wasiat kepada ahli waris, para penerima hak dan yang berkepentingan;
3. Menyampaikan laporan adopsi kepada Balai Harta Peninggalan (BHP);
4. Menyampaikan laporan daftar wasiat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan di sistem administrasi public secara online dari Departemen  Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Dirjen Administrasi Hukum Umum Cq. Direktur Perdata;
5. Menyerahkan surat wasiat untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan apabila diketahui pewaris telah meninggal dunia;
6. Memberikan nasehat hukum kepada para pewaris yang akan membuat akta wasiat.
C. Proses Pembuatan Akta Oleh Notaris
Menurut pasal 1 ayat (1) UUJN bahwa Notaris adalah pejabat yang harus melayani warga Negara Indonesia sehubungan dengan perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan. Untuk itulah setiap orang dapat meminta pertolongan perantara Notaris, selanjutnya seberapa luas kata-kata tersebut belum dapat diketahui.
Agar tidak menyimpang lebih jauh dengan apa yang menjadi judul skripsi, maka sesuai dengan buku ke II title ke XIII bagian keempat KUH Perdata dikenal tiga macam bentuk akta wasiat. Dari ketiga bentuk akta tersebut secara jelas dapat melibatkan Notaris selaku pejabat pembuat akta. Ketiga bentuk akta wasiat tersebut adalah :
1. Olographis testament;
2. Openbaar;
3. Wasiat tertutup atau rahasia.
Ketiga bentuk akta tersebut mempunyai tata cara pembuatan yang berbeda-beda, namun dalam pelaksanaan pembuatannya harus memenuhi apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang dan telah dijelaskan di muka.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Yang Dapat Diambil Notaris Dalam Pembuatan Testament Guna Memenuhi Kehendak Pewaris
Notaris adalah pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta termasuk juga pembuatan surat wasiat, karenanya tidak dapat terlepas dari campur tangan sebagai pejabat yang berwenang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mulai berlaku di Indonesia tanggal 15 Januari 2014, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Kata-kata berwenang tersebut di atas diperlukan berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata yang mengatakan bahwa suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.
Pada kenyataannya tugas Notaris bersama-sama dengan waktu yang berkembang, telah pula berkembang sebagaimana menurut Undang-Undang yang sebenarnya dan tugas yang harus dijalankannya menurut Undang-Undang sangatlah berbeda sama sekali dengan tugas yang dibebankan kepada Notaris oleh masyarakat selaku pejabat umum pembuat akta otentik, termasuk juga pejabat umum pembuat surat wasiat.
Hasil penelitian penulis dan berdasaran data yang berhasil penulis ambil mengatakan bahwa Notaris dalam pembuatan surat testament karena tugas dan wewenang selaku pejabat umum pembuat akta wasiat guna memenuhi kehendak pewaris adalah bersifat pasif, yang dapat diartikan Notaris tidak boleh mendikte atau menentukan bahwa seorang yang ingin membuat surat wasiat itu harus berbentuk A atau B. Jadi disini Notaris hanya berkewajiban menuangkan kehendak terakhir seseorang sesuai dengan keinginan orang yang meminta bantuan Notaris (pewaris), asal saja tidak bertentangan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Baik renvoi maupun pembetulan yang dilakukan Notaris setelah akta ditandatangani, harus diketahui oleh para pihak dalam akta tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian atau pencoretan hanya sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan oleh para penghadap, saksi, dan Notaris.
Jadi tindakan Notaris guna memenuhi kehendak terakhir pewaris adalah pasif, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan yang dapat diambil dalam pembuatan testament, secara garis besar sebagai berikut :
1. Notaris sebagai alat untuk menyuruh tuliskan kehendak pewaris. Disini apabila kehendak pewaris merupakan keinginan tetap, maka Notaris tetap harus menuliskan hal itu dan akibat hukum daripadanya, tidak akan dipermasalahkan kepadanya (Notaris);
2. Notaris sebagai alat untuk menyimpan surat wasiat dan mengeluarkan akta penyimpanan surat wasiat, umpamanya dalam hal adanya pembuatan surat wasiat olographis atau rahasia disini Notaris tidak perlu mempersoalkan isi surat wasiat, bahkan Notaris tidak mengetahui isi surat wasiat olographis tertutup dan surat wasiat rahasia, karena baru dapat diketahui setelah pewaris meninggal, persoalan menerima atau menolak surat wasiat tergantung para ahli waris  yang menerima;
3. Notaris sebagai alat/pejabat umum yang mengesahkan surat wasiat openbaar menjadi akta otentik dan mengesahkan surat wasiat olographis serta surat wasiat rahasia agar mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik dengan jalan mengeluarkan dan mengesahkan akta penyimpanannya;
4. Memberikan nasehat dan pengarahan kepada pewaris tentang akibat dengan adanya surat wasiat, serta memberikan pengarahan hukum tentang kedudukan para ahli waris dengan hak-haknya. Sebab bagi orang awam yang tidak tahu akan hukum sering terjadi kesalahan pengertian hibah dengan testament, bahkan tidak jarang isi surat wasiat itu dapat merugikan ahli waris lainnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam melakukan tindakannya guna memenuhi kehendak pewaris, Notaris hanya dapat bertindak sebagai wasit yang adil dan tidak boleh memihak dalam hal ada kesulitan dan keragu-raguan dari pewaris. Notaris wajib mengarahkannya dengan nasehat dan saran. Namun itu semua tergantung pada pewaris dan ahli waris, Notaris tidak boleh menolak memberikan bantuannya apabila diperlukan. Notaris baru dapat menolak memberikan bantuannya dalam hal kehendak terakhir itu memenuhi syarat untuk dapat ditolak oleh Notaris.

B. Tindakan-tindakan Notaris Dalam Prakteknya Sehari-hari Dalam Pembuatan Testament
Pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia khususnya pembuatan surat wasiat atau lebih dikenal dengan testament, Notaris mempunyai peran serta yang amatlah penting bahkan dapat dikatakan bahwa Notaris pada waktu itu telah mejadi pusat perhatian masyarakat yang hendak membuat suatu surat wasiat. Sehingga ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya, Notaris ini telah menjadi lembaga hukum Indonesia dan oleh karena itu berlaku untuk semua golongan masyarakat Indonesia. Juga bagi golongan yang tunduk kepada hukum adat dan hukum Islam tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada hukum Eropa, karena lembaga Notaris tersebut telah diterima oleh bangsa Indonesia sebagai lembaga hukum nasional.
Apabila dikaji lebih teliti, dengan dibuatnya surat wasiat di hadapan seorang Notaris adalah lebih menjamin kepastian hukum, dibandingkan surat wasiat yang tidak dibuat di hadapan Notaris, umpamanya lurah atau di bawah tangan (codicil). Hal semacam ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa :
1. Apabila dibuat di hadapan Notaris akan lebih memudahkan para pihak yang ditinggalkan untuk mengetahui apakah seorang yang telah meninggal dunia tersebut membuat surat wasiat atau tidak dengan cara menanyakan langsung ke kantor pusat wasiat yang berkedudukan di Jakarta dengan disertai akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan dari pewaris. Hal ini disebabkan setiap bulan Notaris di seluruh Indonesia berkewajiban untuk mengirimkan laporan kepada kantor pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta melalui sistem administrasi publik secara online, seperti yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Sedangkan jika tidak dibuat di hadapan Notaris, maka kemungkinan ahli waris tidak mengetahui tentang ada dan tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh pewaris sewaktu hidup. Dalam hal ini Camat/Lurah tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau mengirimkan laporan kepada kantor pusat wasiat di Jakarta secara online.
Sesuai dengan pokok pembahasan, maka disini penulis akan membahas tindakan Notaris dalam prakteknya sehari-hari dalam pembuatan testament, memperlihatkan proses pembuatan surat wasiat. Khususnya yang melibatkan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat surat wasiat, karena seperti yang telah diketahui bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke II title ke XIII bagian keempat mengenal macam-macam bentuk akta wasiat.
Dari bermacam-macam bentuk surat wasiat itu hanya tiga bentuk surat wasiat saja yang melibatkan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang, sebab untuk wasiat dalam bentuk darurat atau istimewa dan codicil, Notaris dapat dikatakan tidak berperan serta. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatannya sebagai berikut :
1. Proses pembuatan surat wasiat darurat/istimewa
Surat wasiat darurat/istimewa adalah surat wasiat yang hanya diperbolehkan dibuat apabila dalam keadaan yang luar biasa, sehingga tidak mungkin untuk membuat dalam keadaan biasa. Oleh karena itu surat wasiat ini disebut bentuk istimewa. Dalam praktek pembuatan surat wasiat darurat ini jarang terjadi. Jika pewaris ingin membuat surat wasiat darurat, prosedurnya sama halnya seperti yang tercantum dalam perundangan kita (KUH Perdata).
2. Proses pembuatan codicil
Codicil merupakan akte di bawah tangan yang ditulis seluruhnya, ditanggali dan kemudian ditanda tangani oleh pembuatnya sendiri, dimana pewaris menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri.
Di dalam praktek, pembuatan codicil ini banyak terjadi pada orang-orang awam yang umumnya tidak mengerti hukum. Pewaris hanya sekedar dapat menulis saja atau dapat pula terjadi pada seseorang yang sama sekali tidak mau berhubungan dengan pejabat seperti halnya Notaris. Dengan demikian ia hanya membuat akta di bawah tangan yang kemudian disimpannya sendiri di almarinya yang tidak memungkinkan untuk diketahui orang lain/anggota keluarga, yang biasanya setelah pewaris meninggal dunia maka sanak keluarga akan segera menemukannya dengan cara menggeledah tempat-tempat yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga si meninggal. Akan tetapi biasanya yang menjadi isi codicil ini yaitu berupa pengurusan penguburan, pemberian perhiasan kepada seseorang yang menurutnya adalah patut untuk menerima warisannya.
Notaris dalam prakteknya sehari-hari selalu membuat surat wasiat dalam bentuk umum saja dengan alasan hanya dalam bentuk inilah Notaris dapat mengawasi isi dalam surat wasiat yang dibuatnya, agar apa yang dikehendaki oleh pewaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau dapat merugikan para ahli waris dalam garis lurus, juga surat wasiat umum ini dapat meringankan tugas serta biaya yang dikeluarkan oleh Notaris apabila pewaris meninggal dunia.
Dengan demikian dalam prakteknya sehari-hari selalu terjadi persesuaian kehendak antara pewaris dengan Notaris dalam hal pembuatan surat wasiat secara umum. Berbeda halnya dengan surat wasiat olographis tertutup dan rahasia, disini Notaris tidak mengetahui isi daripada surat  wasiat itu karena tertutup dan disegel sehingga baru dapat diketahui setelah pewaris meninggal dunia, dan hal ini tergantung daripada ahli waris mau menerima atau menolak mengenai isi surat wasiat tersebut.

BAB IV P E N U T U P
A. Kesimpulan
Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :
1. Bahwa dalam melakukan tindakannya guna memenuhi kehendak pewaris, Notaris hanya dapat bertindak sebagai wasit yang adil dan tidak boleh memihak dalam hal ada kesulitan dan keragu-raguan dari pewaris. Notaris wajib mengarahkannya dengan nasehat dan saran. Namun itu semua tergantung pada pewaris dan ahli waris, Notaris tidak boleh menolak memberikan bantuannya apabila diperlukan. Notaris baru dapat menolak memberikan bantuannya dalam hal kehendak terakhir itu memenuhi syarat untuk dapat ditolak oleh Notaris;
2. Bahwa Notaris dalam prakteknya sehari-hari selalu membuat surat wasiat dalam bentuk umum saja dengan alasan hanya dalam bentuk inilah Notaris dapat mengawasi isi dalam surat wasiat yang dibuatnya, agar apa yang dikehendaki oleh pewaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau dapat merugikan para ahli waris dalam garis lurus, juga surat wasiat umum ini dapat meringankan tugas serta biaya yang dikeluarkan oleh Notaris apabila pewaris meninggal dunia. Dengan demikian prakteknya sehari-hari selalu terjadi persesuaian kehendak antara pewaris dengan Notaris dalam hal pembuatan surat wasiat secara umum. Berbeda halnya dengan surat wasiat olographis tertutup dan rahasia, disini Notaris tidak mengetahui isi daripada surat wasiat itu karena tertutup dan disegel sehingga baru dapat diketahui setelah pewaris meninggal dunia, dan hal ini tergantung daripada ahli waris mau menerima atau menolak mengenai isi surat wasiat tersebut.

B. Saran – Saran
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Mengingat masih terdapatnya perlakuan hukum perdata yang berlainan, maka alangkah baiknya jika pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dalam rangka pembentukan hukum waris secara nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia;
2. Mengingat keadaan dan kondisi seseorang tidak sama, maka untuk membantu memudahkan penyelesaian permasalahan khususnya dalam bidang pewarisan, sebaiknya pemerintah mengadakan kembali Balai Harta Peninggalan pada Daerah Tingkat Propinsi yang belum mempunyai Balai Harta Peninggalan (B.H.P) agar pelaksanaan dari pasal 942 KUH Perdata sesuai sebagaimana mestinya;
3. Di dalam praktek yang sering dijumpai oleh Notaris sebagai hambatannya, apabila seorang pewaris itu tuli (tidak dapat mendengar) setidak-tidaknya dapat menulis walaupun tidak dapat mendengar. Atau apabila tidak dapat menulis tetapi dapat menyampaikan kehendaknya secara lisan. Disini apabila pewaris (orang yang akan meninggal) dalam keadaan sakit, dimana dengan keadaannya itu oleh Notaris sudah tidak dapat lagi menangkap pembicaraannya yang dikarenakan orang yang akan meninggal itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Oleh karena itu dalam keadaan yang seperti ini, penulis menyarankan agar kepada para Notaris jika menemukan keadaan yang semacam ini mestinya harus dengan kejelian dan ketelitian dalam menanganinya. Hal ini dimaksudkan agar pada masa-masa mendatang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para ahli warisnya;
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